LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH INDONESIA MEYAKINKAN DEWAN KEAMANAN PBB TERKAIT DENGAN PERAN PENGADILAN HAM DI INDONESIA DALAM KASUS TIMOR-TIMUR 
I.
PERAN PENGADILAN HAM DI INDONESIA
Selama masa transisi dari rezim otoriter ke masyarakat yang demokratis, Pengadilan HAM di Indonesia dapat menjalankan peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Transisi ini akan menjadi tidak pasti bagi Indonesia jika Pengadilan HAM gagal melakukan perubahan peradilan dan mengabaikan keterlibatan aspirasi rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawa moral, legal, dan politik untuk melaksanakan penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan pelanggarana HAM selama dan sesudah rezim militer Soeharto. Tanggung jawab tersebut untuk memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM, jika tidak maka Negara ini akan hilang secara moral. Oleh karena itu, sebagai salah satu komponen demokrasi, integritas dan independensi Pengadilan HAM Indonesia harus dipertahankan oleh masyarakat nasional Indonesia termasuk pemerintah, parlemen, LSM, pengacara, universitas, organisasi sosial dan keragaman serta masyarakat umum.
Pelanggaran pada rezim Soeharto salah satunya adalah kasus Timor Timur. Adanya tekanan internasional kepada Indonesia berkaitan dengan pelanggaran HAM di Timor Timur dan adanya tuntutan agar PBB membentuk Pengadilan Tribunal Pidana Internasional untuk Timor Timur. Berkaitan dengan itu, sikap pemerintah Indonesia tentang pengadilan tribunal HAM, menyatakan agar menghentikan misi PBB membentuk Pengadilan Tribunal Indonesia untuk menuntut kejahatan perang di Timor Timur. Alasannya bahwa Pengadilan ini dapat menjadi bumerang karena mendorong xenophobia dan memungkinkan orang Indonesia yang melanggar HAM di Timor Timur dapat bersembunyi di balik nasionalisme ekstrim
. Adanya penentangan tersebut, pemerintah Indonesia lebih menjanjikan untuk menuntut pelanggar HAM di hadapan Pengadilan HAM khusus yang baru. Konsekuensinya, Indonesia harus menjalankan Pengadilan HAM nasional. Tentunya pengadilan HAM ini akan memberikan kesempatan pada bangsa Indonesia untuk mengembalikan harga diri bangsa dan kepercayaan dunia. Apalagi dengan keberadaan UU No.26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini, bisa menjadi permulaan bagi pengembangan demokrasi dan pengakuan terhadap HAM.

Indonesia telah mengambil langkah bersejarah dengan membentuk pengadilan HAM untuk menuntut mereka yang bertanggungjawab atas kekerasan di Timor Timur pada Tahun 1999
, sedikitnya 1.000 orang tewas dan banyak kota dan desa hancur dalam kekerasan yang banyak orang percaya dirancang oleh Pemerintah dan Militer Indonesia, yaitu sejumlah delapan belas pejabat tinggi termasuk tiga jenderal angkatan darat dituntut dengan salah satu Terdakwanya Abilio Soares-mantan Gubernur Timot Timur-. 
Dalam kasus Timor Timur, ditemukan bukti-bukti yang menjurus pada tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (gross violation of human rights) yang menjadi tanggung jawab negara. Seluruh pelanggaran berat HAM ini dapat digolongkan ke dalam universal jurisdiction yang mencakup: 

· pembunuhan massal dan sistematis

· penganiayaan dan penyiksaan

· penghilangan paksa

· kekerasan berbasis gender

· pemindahan penduduk secara paksa

· pembumihangusan

Pelanggaran berat itu tertuju kepada penduduk sipil meliputi hak hidup mereka, hak akan kebebasan, dan hak kebebasab bermukim. Kasus-kasus utama yang terjadi dilapangan antara lain
:

· Kasus pembantaian dikompleks gereja Liquica pada tanggal 6 april 1999, 30 orang dikabarkan menemui ajal.
· Kasus pembunuhan warga Kailako tanggal 12 april 1999 setelah mengalami penculikan, penangkapan, dan penyiksaan terlebih dahulu.

· Penyerangan rumah mantan Gubernur Tim Tim Manuel Carascalao, 15 orang dinyatakan meninggal. Begitu pula telah terjadi penyerangan terhadap rumah Uskup Belo.

· Pembunuhan massal di kompleks Gereja Suai, 50 orang diperkirakan tewas, diantaranya pastor.

Sebagaimana diuraikan di awal, akhirnya pemerintah berkomitmen mengadili sendiri beberapa Tersangka Kasus Timor Timur ini dalam pengadilan HAM ad hoc. Berita terkini bahwa pengadilan memutus hukuman yang sangat politis dan ternyata hukuman ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama masyarakat Internasional. Karena ada pelaku yang hukumannya tidak sesuai dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan melihat karakter kejahatan yang dilakukan tergolong pelanggaran HAM berat, bahkan yang lebih menyakitkan ada pelaku yang dibebaskan dari tuntutan.

Hal tersebut di atas tidak lantas membenarkan alasan karena Indonesia tidak termasuk di antara Ke-60 negara yang telah meratifikasi statuta Roma. Kendati demikian, tidaklah berarti bahwa tidak ada kemungkinan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diadili oleh International Criminal Court walaupun pelanggaran HAM berat tersebut lolos dari jangkauan Pengadilan HAM ad hoc. Hal ini dapat terjadi seandainya Dewan Keamanan PBB berhasil mengeluarkan resolusi yang menetapkan yurisdiksi International Criminal Court.  
Sesungguhnya, ICC tidak dimaksudkan untuk mengambil alih proses yang dilaksanakan di suatu negara, kecuali apabila negara yang bersangkutan tidak menginginkan atau tidak mampu melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap seseorang yang didyga telah melakukan perbuatan kejahatan HAM berat
.  
Namun, fenomena kasus Timor Timur ini bisa jadi PBB memandang bahwa tidak adanya niatan yang penuh/tidak ada keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk mengadili pelaku pelanggar HAM berat, terbukti dengan hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Statuta Roma menganai hukuman bagi pelaku pelanggar HAM berat. Menurut Artikel 77 Statuta Roma, bahwa ICC tidak mengenal hukuman mati maupun hukuman minimal. Terkait dengan pernyataan Artikel 77 tersebut, ICC dapat menjatuhkan hukuman maksimal 30 tahun atau hukuman seumur hidup apabila dipandang setara dengan perbuatan pelaku kejahatan.

Dewan Keamanan PBB menilai bahwa penegakan HAM di Indonesia termasuk peradilan terhadap kasus Timor Timur ini masih setengah hati. Belum menunjukkan ada upaya yang sepenuhnya/Keseriusan dari pemerintah Indonesia.
II.
Langkah-Langkah Pemerintah dalam Meyakinkan Dewan Keamanan PBB Dalam Kasus Timor Timur

   Pengadilan HAM adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Pengadilan Indonesia adalah instrumen peradaban, demokratisasi, dan kebebasan. Oleh karena itu, Pengadilan HAM Indonesia harus dapat mendidik rakyat melalui proses hukumnya, dengan cara mengeluarkan penilaian-penilaian yang baik terhadap pelanggar HAM dengan tetap memperhatikan para korban. Ini berarti dominasi militer, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan, penyiksaan dan lain-lain yang berkaitan dengan kejahatan HAM, sehingga harus dihentikan. Selain itu juga harus terus diupayakan untuk meningkatkan demokrasi dan kepercayaan Internasional dalam globalisasi era ini, sehingga Indonesia harus mengadopsi yurisdiksi universal. Lebih lanjut, Indonesia harus berusaha secara serius untuk mengembalikan citra Internasional dan membangun kembali sistem peradilan pidananya

Beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemerintah terkait dengan hal di atas antara lain:

a.
Pemerintah harus memberikan gambaran bahwa Pengadilan HAM Indonesia merupakan representasi dari nilai-nilai integritas, independensi, dan eadilan. Tanpa lembaga hukum yang independen, maka pengadilan hanya akan menghasilkan tuntutan yang dibuat-buat, menyodorkan pertunjukan “opera sabun” dan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pengadilan. Beberapa prinsip dasar tentang independen ini antara lain:

(1)
Kemandirian lembaga hukum harus dijamin oleh negara dan didukung dalam konstitusi atau hukum negara Indonesia. Adalah tugas seluruh pemerintahan dari institusi lain untuk menghargai dan mengikuti independensi lembaga hukum

(2)
Lembaga hukum harus mengeluarkan keputusan untuk sesuatu hal secara tidak memihak dengan dasar dan kesesuaian hukum tanpa ada batasan-batasan, pengaruh yang tidak layak, tekanan, ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun atau untuk alasan apapun.

(3)
Lembaga hukum memiliki yurisdiksi atas segala hal tentang sifat-sifat hukum dan memiliki wewenang eksklusif untuk memutuskan apakah suatu kasus yang diajukan untuk dimintai keputusannya, sesuai dengan kompetensinya seperti yang diatur dalam hukum.

(4)
Dalam proses hukum, tidak diperbolehkan adanya campur tangan yang tidak layak, juga tidak diperbolehkan keputusan-keputusan hukum pengadilan yang tidak boleh dirubah.
(5)
Setiap orang mempunyai hak untuk diadili didepan pengadilan umum atau pengadilan tribunal dengan menggunakan prosedur hukum yang pasti.

(6)
Prinsip kemandirian lembaga hukum berhak dan membutuhkan jaminan bahwa proses hukum dilaksanakan secara adil dan hak-hak dari pihak-pihak yang terkait didalamnya juga dihormati.

Oleh karena itu Indonesia harus lebih serius dalam mengadili para pelanggar HAM di Timor Timur dan Indonesia harus terus melakukan pemberian citra dalam bidang HAM dan penegakan hukumnya. Ini berarti bahwa Pengadilan HAM yang mengadili beberapa jenderal Indonesia harus berjalan secara tepat dan transparan.

b.
Menjalin kerjasama Internasional antar negara. Seperti pada masa Megawati, Amien rais dalam merespon keragu-raguan komunitas Internasional terkait dengan peradilan HAM di Indonesia yang dinilai tidak serius, melakukan pertemuan informal dengan anggota parlemen Eropa dan anggota Komisi Eropa pada bulan Maret 2002. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengadili pelanggar HAM dan intervensi Internasional hanya diakui jika Indonesia tidak bisa mengadili mereka dengan menggunakan hukum nasional Indoensia.

c.
Dalam rangka mengembalikan kepercayaan Internasional, pengacara Indonesia dapat memberikan citra positif indonesia tentang HAM di tingkat Internasional.

d.
Diperlukan adanya kerjasama dengan LSM-LSM Indonesia untuk ikut lebih aktif dalam mempromosikan HAM.  
    
Peran pengadilan HAM mempunyai korelasi dengan: 1) substansi hukum, terutama UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 2) mentalitas penegak hukum seperti jaksa, pengacara, hakim termasuk jaksa ad hoc dan hakim ad hoc dalam menciptakan proses hukum yang bersih dari segala intervensi pihak yang tidak layak dan budaya KKN, 3) kemauan politik pemerintah Indonesia sendiri (political will) dalam membentuk sistem peradilan yang bersih, 4)kondisi sosial politik, seperti tingkah laku militer dan konstitusi parlemen, 5) perhatian dan empati dari para aktifis HAM, pengacara, perguruan tinggi-perguruan tinggi, organisasi sosial keagamaan dan tekanan dari dunia Internasional. Dan faktor lain yang dapat menghambat proses penegakan hukum antara lain seperti politik terutama terhadap pejabat penegak hukumnya dan juga keberanian dan integritas moral para hakim dan jaksa yang dinilai mulai meluntur, bahkan bisa jadi telah hilang.
Menyikapi hal tersebut di atas, sebenarnya untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional akan keseriusan sistem pengadilan langkah intinya adalah adanya kemauan baik dari pemerintah sendiri, tentunya harus adanya keselarasan antara komponen yang mempunyai korelasi untuk itu, sebagaimana telah disebutkan di atas. Karena bagaimana pun juga internasional (ICC) sebagaimana telah disebutkan dalam statuta Roma, bahwa pembentukan ICC itu tidak dimaksudkan untuk mengambil alih proses yang dilaksanakan di suatu negara, kecuali apabila negara yang bersangkutan tidak menginginkan atau tidak mampu melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan kejahatan pelanggaran HAM berat.   
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